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BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 2> TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
gebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
menvebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) haruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara FEwvaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
disebutkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangks Menengah Daerah merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yvang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Eencana
Tata Ruang Wilayvah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029,

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 MNomor 41, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 61);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Kencana
Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Fuang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negert Momor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 20252045
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 120},

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-
2029 ({Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 123);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamandau [Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 251),
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Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 221);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDALU

Menetapkan

dan
BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah imi vang dimaksud dengan:

1
2,
3.

10.

1l.

Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang —menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik [ndonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Lamandau.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam
penyelenggaraan Urusan Pemernintahan vyang menjadi
kewenangan daerah.

Kecamatan adalah Kecamatan vyang ada di  wilayah
Kabupaten Lamandau.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang
selanjutnya disingkat RPJPN adalah dasar hukum
Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 [dua
puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
vang selanjutnya disingkat RPJMN adalah deokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daeraeh untuk periode 20 (dua puluh) tahun,
terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 yang selanjutnya disingkat EPJMD Tahun 2025-
2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
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untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada
RPJPD serta memperhatikan RPJMN,

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sclanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnva disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode [ (satu) tahun,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya
disingkat AFBD adalah dokumen yang memuat struktur
dengan rnncian pendapatan, belanja, dan pembiayvaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun vang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pengendalian dan evaluasi adalah suatu proses pemantauan
dalam  penyusunan dan  pelaksanaan  kebijakan
pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan
keuangan untuk memastikan  tercapainya target
pembangunan Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan vyang
diinginkan pada akhir periode perencanaan,

Misi adalah rumusan umum mengenai upayva-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi,

Frogram adalah bentuk instrument kebijakan vang berisi
satu atau lebih kegiatan vang dilaksanakan oleh Perangkat
Dasrah atau masvarakat, vang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan Daerah.

Pasal 2

EPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan wvisi, misi
dan program pembangunan Bupati.

RPJIMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimalksud pada ayat
(1}, merupakan landasan dan pedoman bagi Pemernintah
Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan
pembangunan selama 5 (lima) tahun melalui RKPD tahun
2026 sampai dengan tahun 2030 dan APBD tahun anggaran
2026 sampai dengan tahun anggaran 2030.

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD, Renstra
Peranghkat Daerah dan Renja Peranghkat Dacrah.

BAB 11
SISTEMATIKA

Pasal 3

RPIMD TAHUN 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam

Pasgal 2, disusun dengan sistematika:

a. BAB1 : pendahuluan;

b. BAB Il : gambaran umum Daerah;

c. BAB Il : visi, misi dan program prioritas pembangunan
Daerah;
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d. BAB IV : program Perangkat Daerah dan kinerja
penyvelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

e. BAB V : penutup.

Dokurmnen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

1.

BAB 111
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
Pengendalian dan evaluas terhadap pelaksanaan RPJMD
Tahun 2025-2029 lingkup Daerah mencakup pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Tahun 2025-2029,
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada avyat (2),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan
REPJMD Tahun 2025-2020,

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) harus dapat menjamin:

a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana
program, kegiatan, serta pendanaan indikatif RPJMD
Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah, telah
dipedomani dalam menvusun indikator kinerja dan
kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatf
Renja Perangkat Daerah; dan

b. tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dan
Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan
dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4}, digunakan wuntuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa wisi, misi, tujuan, sasaran, arah
kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah telah

dilaksanakan melalui RFJMD Tahun 2025-2029,

Tata cara pengendahan dan evaluasi pelaksanaan EPJMD

sehagaimana dimaksud pada avat (1) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
FERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

Perubahan REPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan

apabila;

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan, tidak sesual dengan tahapan dan tata
cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

d. merugikan kepentingan Daerah dan nasional.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada

avat (1) huruf ¢, meliputi terjadinya bencana alam,
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goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan
kebijakan nasional.

Merugikan kepentingan Daerah dan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan
dengan kebijakan Daerah dan nasional.

Dalam rangka cfcktivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-
2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1], tidak dapat
dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-
2029 kurang dari 3 (tiga) tahun,

Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman RKFD dan
perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan RPJMD Tahun 20253-2029 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang vang mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan Peraturan Daerah im dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 24 Seffapr 2025
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDALU
NOMOR  TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

L UMUM

Peraturan Dasrah ini menjadi panduan arah pembangunan Kabupaten Larmandau
untuk lima tahun ke depan, mulai 2025 sampai 2029, Melalui Perda ini, Pemerintah
Daerah bersama DPRD menetapkan kesepakatan tentang visi, misi, tujuan, sera
program prioritas vang akan dijalankan.

RPJMD ini tidak disusun semata-mata untuk memenuhi kewajiban peraturan
perundang-undangari, melainkan sebagal kompas pembangunan daerah. Dokumen ini
memuat gambaran vang jelas tentang ke mana arah pembangunan akan dibawa, apa
saja vang akan diprioritaskan, dan bagaimana cara mencapainya. sehingga setiap
perangkat daerah, masyamakat, dan pemanghu kepentingan memiliki acuan vang sama_

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 dilakukan dengan
melibatkan berbagal unsur, mendengar masukan masyarakat, memperhitungkan
potensi daerah, serta memperhatikan kebijakan nasional. Dengan begitu, hasilnva
diharapkan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat luas.

Peraturan Daerah mi sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja

tahunan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan. Dengan adanya RPJMD
yvang jelas dan terarah, diharapkan pembangunan di Kabupaten Lamandau pada periode
20252029 dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan membawa perubahan nvata
bag kesejahteraan masyvarakat.

ll. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup.Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup.Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR ﬂ_:}-"-f



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU

NOMOE  TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA  PEMBANGUNAN  JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2024-2029



